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Abstrak
 
Penelitian ini bertujuan untuk melihat efektivitas upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah 
Istimewa Yogyakarta dalam melakukan Pemberdayaan dan Perlindungan terhadap pelaku Industri 
Kreatif, Koperasi, Dan Usaha Kecil Di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini merupakan 
penelitian deskriptif kualitatif, pengumpulan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan 
analisis dokumen. Penelitian dilakukan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY, Dinas 
Koperasi dan UMKM DIY serta pelaku Industri Kreatif dan Usaha Kecil di Kabupaten Sleman, 
Bantul, Kulon Progo, Gunung Kidul dan Kota Yogyakarta. Teknik analisis data yang dilakukan yaitu 
dengan cara reduksi data, penyajian data dan verifikasi atau kesimpulan. Hasil penelitian 
menunjukan bahwa masih perlunya perhatian pemerintah untuk melakukanPemberdayaan Dan 
Perlindungan Industri Kreatif, Koperasi, Dan Usaha Kecil Di Daerah Istimewa Yogyakarta 
khususnya terkait persoalan dasar IKM dalam menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik 
yang bersifat internal maupun eksternal yakni dalam hal produksi dan pengolahan, pemasaran, 
sumber daya manusia, desain, dan teknologi, permodalan, serta iklim usaha.  
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This study aims to see the effectiveness of the efforts made by the Government of the Special 
Region of Yogyakarta in empowering and protecting creative industry players, cooperatives, and 
small businesses in the Special Region of Yogyakarta. This research is a qualitative descriptive 
study, data collection obtained through interviews, observation and document analysis. The 
research was carried out at the DIY Industry and Trade Service, the DIY Cooperative and UMKM 
Department and Creative Industry and Small Business players in Sleman, Bantul, Kulon Progo, 
Gunung Kidul and Yogyakarta City Regencies. The data analysis technique used is data reduction, 
data presentation and verification or conclusion. The results of the study show that there is still a 
need for government attention to empower and protect creative industries, cooperatives, and small 
businesses in the special region of Yogyakarta, especially in relation to the basic problems of SMEs 
in facing various obstacles and constraints, both internal and external, namely in terms of 
production and processing, marketing. , human resources, design and technology, capital, and the 
business climate. 
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PENDAHULUAN 
Perkembangan Industri Kreatif di 
Indonesia saat ini diyakini akan mampu 
menjadi primadona penggerak 
perekonomian nasional di masa depan. Hal 
ini tentu saja bukan sesuatu yang tidak 
mungkin karena didasari oleh beberapa hal 
yakni berbasis pada kreativitas manusia 
yang terus meningkat dari waktu ke waktu 
yang dipengaruhi oleh ide, inovasi dan 
perkembangan teknologi sehingga mampu 
menjanjikan keuntungan yang lebih lebih 
tinggi. Selain itu juga didukung oleh jumlah 
sumber daya manusia yang melimpah 
khususnya memasuki era emas bonus 
demografi saat ini di Indonesia. Ini didukung 
oleh data bahwa saat ini jumlah penduduk 
Indonesia sekitar 250 juta merupakan pasar 
yang sangat potensial bagi produk- produk 
Industri Kreatif.  
Potensi Industri Kreatif yang 
berkembang cukup besar ini tentu saja 
membutuhkan perhatian pemerintah daerah 
dalam melakukan pemberdayaan dan 
perlindungan terhadap pelaku usaha dan 
industri-industri kreatif yang sedang 
berkembang. Perlu adanya regulasi dan 
program – program kerja yang mendukung 
perkembangan ekonomi kreatif khususnya 
industri kreatif ini ditengah tantangan dan 
hambatan yang bermunculan dan dapat 
mengganggu upaya pengembangan yang 
dilakukan. Ditengah perkembangan yang 
semakin pesat tersebut, pemerintah daerah 
harus dapat juga membina para pelaku 
usaha agar semakin memiliki mental 
wirausaha yang profesional dan memiliki 
pengetahuan yang baik dalam mengelola 
atau pelaksanaan manajemen dalam usaha 
dan industrinya agar dapat terus bertahan 
ditengah persaingan yang cukup signifikan 
ketatnya baik skala regional maupun 
nasional. Pelaku usaha perlu memahami 
juga prinsip-prinsip dalam kepemilikan usaha 
baik dalam koridor ekonomi maupun dalam 
koridor hukum yang jelas dalam mengurus 
legalitas dan kepemilikan usaha, permasalahan 
hak cipta dan hambatan-hambatan lainnya.  
Terkait perekonomian Indonesia, tidak 
bisa melupakan bidang Koperasi, serta usaha 
mikro, kecil dan menengah. Pemberdayaan 
Koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah 
(UMKM) merupakan salah satu upaya 
pencapaian tujuan negara dan bangsa 
Indonesia sesuai Pembukaan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum. 
Pelaksanaannya menggunakan landasan asas 
kekeluargaan Pasal 33 ayat (1) dan 
penyelenggaraan perekonomian nasional yang 
berdasar atas demokrasi ekonomi Pasal 33 ayat 
(4).  Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 
provinsi berwenang terhadap sektor Usaha 
Kecil. Usaha kecil merupakan kegiatan usaha 
yang mampu memperluas lapangan kerja dan 
memberikan pelayanan ekonomi secara luas 
kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam 
proses pemerataan dan peningkatan 
pendapatan masyarakat, mendorong 
pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam 
mewujudkan stabilitas nasional.  
Efektivitas merupakan unsur pokok untuk 
mencapai tujuan atau sasaran yang telah 
ditentukan dalam setiap organisasi, kegiatan 
ataupun program. Menurut Dunn, (1998) 
disebutkan bahwa efektivitas merupakan suatu 
tolak ukur untuk menjawab pertanyaan apakah 
hasil yang telah dicapai dan alternatif mencapai 
hasil (tujuan) dari diadakannya tindakan yang 
berhubungan erat secara rasionalitas teknis dan 
diukur dari unit produk/layananannya itu sudah 
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dan Gaebler, (1992) menyebutkan  
efektivitas suatu program adalah tingkatan 
dimana program tersebut menghasilkan 
ouctome yang dapat membesarkan 
kepuasan kepada masyarakat. Menurut 
Peraturan Daerah Daerah Istimewa 
Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2017 Tentang 
Pemberdayaan Dan Perlindungan Industri 
Kreatif, Koperasi, Dan Usaha Kecil,  
Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan 
Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan 
masyarakat secara sinergis dalam bentuk 
penumbuhan iklim dan pengembangan 
usaha terhadap Industri Kreatif, Koperasi, 
dan Usaha Kecil sehingga mampu tumbuh 
dan berkembang menjadi usaha yang 
tangguh dan mandiri. Perlindungan adalah 
upaya menjaga dan melindungi Industri 
Kreatif, Koperasi, dan Usaha Kecil dari hal-
hal yang berpotensi menghambat dan 
merugikan pertumbuhan dan perkembangan 
Industri Kreatif, Koperasi, dan Usaha Kecil. 
Untuk meningkatkan efektivitas dan 
memperkuat kontribusi Industri kreatif 
dalam perekonomian, Pemberdayaan 
Koperasi dan Usaha Kecil juga perlu terus 
dilakukan agar semakin efektif berdampak 
terhadap penanggulangan kemiskinan, 
penciptaan lapangan kerja, maupun dalam 
peningkatan nilai tambah perekonomian 
yang menyokong pertumbuhan ekonomi 
yang tinggi dan pembangunan 
berkelanjutan. Melihat bahwa Usaha Kecil 
merupakan salah satu pilar utama dalam 
mendukung ekonomi nasional maka tentu 
harus memperoleh dukungan, perlindungan 
dan Pengembangan seluas-luasnya sebagai 
wujud keberpihakan pemerintah yang tegas 
kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, 
namu juga tidak mengabaikan peranan 
usaha besar dan badan usaha milik negara. 
Hal ini disebabkan karena Usaha Kecil masih 
menghadapi berbagai hambatan dan 
kendala, baik yang bersifat internal maupun 
eksternal, dalam hal produksi dan pengolahan, 
pemasaran, sumber daya manusia, desain, dan 
teknologi, permodalan, serta iklim usaha. 
 Industri kreatif, koperasi, dan usaha 
kecil sebagai pelaku usaha memiliki peran dan 
arti penting serta kedudukan yang strategis 
dalam menopang ketahanan ekonomi 
masyarakat dan juga sebagai wahana 
penciptaan lapangan kerja di DIY. Menurut 
Data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan 
DIY bahwa Pertumbuhan Usaha Kecil dan 
Menengah (UKM) di Daerah Istimewa 
Yogyakarta tercatat dua persen pertahunnya, 
Pihak pemerintah daerah juga terus melakukan 
pembinaan dan terobosan untuk mendukung 
jumlah UKM terus berkembang. 
Tabel 1. Rekapitulasi Potensi Industri Kecil 
dan Menengah (IKM) Pemda Daerah 








































 Jumlah 91,127 330,508 
12,463,
257,536 
Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan 




Dalam artikel ini kajian dilakukan melalui 
metode deskriptif kualitatif dan menggunakan 
berbagai literatur sebagai bahan referensi 
kajian, kemudian dilakukan komparasii melalui 
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dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Dinas 
Koperasi dan UMKM Daerah Istimewa 
Yogyakarta.  
Menurut Sugiyono (2013), penelitian 
kualitatif adalah peneltian yang digunakan  
untuk meneliti pada kondisi obyek yang 
alamiah dimana peneliti adalah sebagai 
instrument kunci, teknik pengumpulan data 
dilakukan secara trianggulasi (gabungan), 
analisis data bersifat induktif dan hasil 
penelitian kualitatif lebih menekankan pada 
makna daripada generalisasi. Untuk  
perolehan  data penelitian kualitatif,  data 
diperoleh melalui wawancara, observasi, 
maupun arsip dan dokumen. Sumber data 
dalam penelitian ini berupa data primer dan 
data sekunder. Data primer adalah data yang 
diperoleh langsung dari sumber asli atau 
tidak melalui media perantara, berupa opini 
subjek (orang) secara individual atau  
kelompok, hasil obesrvasi terhadap suatu 
benda (fisik), kejadian atau kegiatan dan 
hasil pengujian. Metode yang dunakan untuk 
mendapatkan data primer yaitu : (1) metode 
survay dan (2) metode observasi. Sedangkan 
data sekunder merupakan data yang 
diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi atau 
berupadata publikasi. Data sekunder 
merupakan sumber data yang diperoleh 
peneliti secara tidak langsung melalui media 
perantara atau diperolah dan dicatat oleh 
pihak lain. Data sekunder umumnya berupa 
bukti, catatan atau laporan historis yang 
telah tersusun dalam arsip (data 
dokumenter) yang dipublikasikan dan yang 
tidak dipublikasikan. Data sekunder 
digunakan sebagai pendukung atau 
interpretasi data dari data primer untuk 
memahami masalah, menjelaskan masalah, 
formulasi alternatif penyelesaian masalah dan 




HASIL DAN PEMBAHASAN 
Efektivitas merupakan unsur pokok untuk 
mencapai tujuan atau sasaran yang telah 
ditentukan di dalam setiap organisasi kegiatan 
ataupun program. Disebut efektif apabila 
tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang 
telah ditentukan. Secara singkat efektivitas 
adalah pengukuran dalam arti tercapainya 
tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.  
Efektivitas Pemberdayaan dan 
Perlindungan Industri Kreatif, Koperasi, dan 
Usaha Kecil bertujuan untuk:  
a) meningkatkan partisipasi masyarakat dan 
Dunia Usaha untuk 
menumbuhkembangkan Industri Kreatif, 
Koperasi, dan Usaha Kecil;  
b) mewujudkan struktur perekonomian 
Daerah yang seimbang, berkembang, 
dan berkeadilan;  
c) meningkatkan produktivitas, daya saing, 
dan pangsa pasar Industri Kreatif, 
Koperasi, dan Usaha Kecil;  
d) menumbuhkan dan mengembangkan 
kemampuan Industri Kreatif, Koperasi, 
dan Usaha Kecil menjadi usaha yang 
tangguh dan mandiri sebagai basis 
Pengembangan ekonomi kerakyatan;   
e) meningkatkan peran Industri Kreatif, 
Koperasi, dan Usaha Kecil dalam 
pembangunan Daerah, penciptaan 
lapangan kerja, pemerataan pendapatan, 
pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan 
kesejahteraan masyarakat 
f) mengembangkan usaha berbasis potensi 
Daerah dan berorientasi pasar sesuai 
dengan kompetensi Industri Kreatif, 
Koperasi, dan Usaha Kecil; dan  
g) mewujudkan ekonomi rakyat yang 
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1. Upaya Pemberdayaan Dan 
Perlindungan Industri Kreatif, 
Koperasi, Dan Usaha Kecil Di 
Daerah Istimewa Yogyakarta. 
Mengingat persaingan usaha yang 
ketat dan kompetitif di DIY, maka terhadap 
industri kreatif, koperasi, dan usaha kecil 
perlu diberikan perlindungan dan 
pemberdayaan oleh pemerintah daerah. 
Pengembangan yang dilakukan pemerintah 
daerah, dunia usaha, dan masyarakat untuk 
memberdayakan industri kreatif, koperasi, 
dan usaha kecil melalui pemberian fasilitas, 
bimbingan, pendampingan, dan bantuan 
perkuatan untuk menumbuhkan dan 
meningkatkan kemampuan serta daya saing 
industri kreatif, koperasi, dan usaha kecil. 
 
1.1. Pemberdayaan Industri Kreatif, 
Koperasi, Dan Usaha Kecil  
Pelaksanaan Pemberdayaan Industri 
Kreatif, Koperasi,  dan Usaha Kecil dilakukan 
oleh Pemerintah Daerah dan dapat 
berkoordinasi dengan Pemerintah 
Kabupaten/Kota. Pemerintah Daerah dalam 
melaksanakan pemberdayaan sebagaimana 
dimaksud dapat melibatkan badan usaha 
milik daerah, badan usaha milik negara, 
perguruan tinggi, masyarakat umum, dan 
pihak swasta yang dikoordinasikan oleh 
organisasi perangkat daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang perindustrian, perdagangan, 
Koperasi, dan Usaha Kecil. 
Tabel 2. Pengembangan Industri Kreatif 
Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan 
DIY Tahun 2020 
NO JENIS KEGIATAN JUMLAH 
1 Jogja Batik Benalle 
(Roadshow Batik, workshop 
Batik, Pemeran Batik) 
1 Event (2 
Kota ; 250 
Peserta , 300 
Peserta . 150 
IKM) 
2 Pelatihan IKM Batik, 160 Orang 
Blangkon Kerja, Keris dan 
pakaian Adat ( 8 Angkatan 
@20 Orang) 
3 Fasilitasi Hak Cipta dan 
Merek (batik 2 Kelompok, 
kesenian 2 Kelompok, dan 
kuliner 2 Kelompok ) 
6 kelompok 
4 Sosialisasi Pembuatan 
Moulding Gamelan 
50 orang 
5 Penerapan Produksi 
Gamelan dan Moulding 
1 Perangkat 
Gamelan 
6 Pelatihan Produksi Gamelan 
bagi IKM 3 Angkatan @20 
Orang 
60 Orang 
7 Pameran Seni Kriya 150 IKM 
8 Pameran Jogja  Fashion 
Week 
150 IKM 
9 Peningkatan Pengolahan 
dan Kemasan Produk Jamu 
sebanyak 1 angaktan @20 
IKM 
20 IKM 
10 Peningkatan Pengolahan 
dan Kemasan Produk 
Aromatherapi sebanyak 1 
angaktan @20 IKM 
20 IKM 
11 Peningkatan Pengolahan 
dan Kemasan Produk SPA 
sebanyak 1 angaktan @20 
IKM 
20 IKM 
12 Kemasan Usaha Produk 
IKM Biofarmaka dengan 
Fasyankes Sebanyak 1 
angkatan @50 IKM 
50 IKM 
13 Peragaan Kerajinan Produk 
Budaya Yogyakarta di 
acara Sekaten 
50 Peraga 
14 Pesta Rakyat Jogja Heboh 150 IKM 
Sumber: Data dioleh dari Sumber Dinas 
Perindustrian dan Perdagangan, D.I.Y 
 
a. Bimbingan teknis, pendampingan, dan 
pengembangan sumber daya manusia 
Berdasarkan hasil penelitian ditemukan 
bahwa terdapat permasalahan yang bervariasi 
pada kelompok pelaku usaha sehingga perlu 
dilakukan bimbingan, pendapingan dan 
pengembangan sumber daya manusia.Salah 
satu adalah permasalahan ketidakdisplinan 
para pelaku usaha dalam melakukan 
pencatatan keuangan. Sampai saat ini masih 
banyak pelaku usaha yang masih merasa 
kerepotan dalam melakukan pencatatan 
keuangan usaha, sehingga diumpai masih 
tercampurnya pencatatan laporan pendapatan 
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Persoalan lainnya adalah pelaku usaha 
merasa masih cukup kesulitan dalam 
mendapatkan pinjaman modal untuk 
mengembangkan usaha, ini dikarenakan 
para pelaku usaha membutuhkan agunan  
apabila ingin meminjam dari lembaga 
keuangan padahal tidak semua pelaku 
usaha memiliki agunan. Selain itu persoalan 
penting lainnya adalah terdapat kesulitan 
bagi para pelaku usaha untuk memasarkan 
produknya. Penyebab utamanya adalah 
keterbatasan pelaku usaha dalam mengenal 
dan mengembangkan pasar, kesulitan untuk 
mendapatkan pemasok yang dapat 
memberikan harga yang lebih murah atau 
mampu memberikan kualitas bahan baku 
seperti yang diharapkan dan kurangnya 
pengetahuan dan keahlian untuk 
mengembangkan usahanya, karena 
sebagian besar para pelaku usaha membuka 
usaha dengan modal keberanian saja, 
mereka tidak memiliki pengetahuan atau 
keahlian yang mumpuni. Namun disisi lain, 
berdasarkan hasil wawancara juga diperoleh 
bahwa Pemerintah Daerah dalam hal ini 
oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan 
(DISPERINDAG) DIY telah melakukan 
berbagai hal berupa bimbingan teknis, 
pendampingan, dan pengembangan sumber 
daya manusia untuk menangani persoalan 
terebut antara lain melalui pelatihan 
pengelolaan usaha, pelatihan teknik 
produksi, pelatihan pemasaran offline dan 
online, standarisasi produk dan pengurusan 
hak kekayaan intelektual,  pelatihan 
pengelolaan keuangn,  pendampingan dan 
konsultasi pengembangan sumber daya 
manusia pasca pelatihan, pelatihan 
inkubator bisnis, studi banding bagi pelaku 
usaha dan  pengelola Koperasi  ke daerah 
dan/atau negara lain dan pemagangan bagi 
pelaku usaha dan pengelola Koperasi.  
 Disperindag DIY menyatakan bahwa 
dalam mempromosikan Industri Kecil 
Menengah (IKM) melalui penyelenggaraan 
pameran dan melakukan promosi dengan 
melalui iklan website, brosur, baliho dan di 
radio. Dengan demikian maka produk IKM 
yang diproduksi dapat dikenal oleh masyarakat 
dan dapat memberikan pendapatan yang lebih 
besar kepada IKM. Tujuan dari promosi yang 
dilakukan Disperindag DIY adalah untuk 
mengenalkan produk asli pelaku usaha di DIY 
ke masyarakat luas atau luar dari Yogyakarta. 
Ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh 
Disperindag DIY untuk mempromosikan produk 
IKM tersebut seperti pameran dan pembinaan. 
Pembinaan dilakukan untuk meningkatkan 
kualitas produk IKM agar bisa bersaing dengan 
produk-produk buatan pabrik sedangkan 
promosi yang dilakukan Disperindag DIY untuk 
mempromosikan produk IKM adalah 
menggunakan bauran periklanan, publisitas, 
personal selling, dan promosi penjualan. 
Periklanan untuk mengiklankan produk dengan 
menggunakan website, brosur, dan di radio. 
Publisitas yaitu menyampaikan informasi 
mengenai produk melalui berita. Personal 
selling yaitu secara tatap muka promosi ini 
dilakukan pada saat pameran. Promosi 
penjualan yaitu membujuk dan merayu 
pembeli agar mau membeli produk tersebut. 
Target yang dituju dalam pemasaran ini adalah 
semua wisatawan baik lokal maupun 
mancanegara yang berkunjung ke Yogyakarta 
serta masyarakat Yogyakarta itu sendiri. Agar 
produk tersebut tidak hanya dikenal di lingkup 
Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri. 
 
b. Fasilitasi akses pendanaan dan bantuan 
permodalan 
Dengan adanya kebijakan pemerintah 
berupa nota kesepahaman dengan berbagai 
instansi yang kemudian dikenal dengan 
program KUR atau melalui peraturan Bank 
Indonesia No.14/22/PBI/2012 menunjukkan 
adanya  perhatian pemerintah untuk 
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masalah permodalan serta menjalankan 
peran serta lembaga pembiayaan bagi 
alternatif sumber pembiayaan IKM. Namun 
pada kenyataannya, program inipun tidak 
mudah dilaksanakan baik oleh IKM maupun 
oleh lembaga pembiayaan. IKM masih 
merasa kesulitan untuk memenuhi 
persyaratan yang ditetapkan oleh lembaga 
pembiayaan terutama dalam hal 
pembukuan dan agunan. Demikian juga 
lembaga pembiayaan menemukan kesulitan 
IKM yang feasible dan bankable untuk 
dibiayai untuk menghindari adanya kredit 
bermasalah. Saat ini akses pembiayaan IKM 
lebih banyak diperoleh dari bank umum 
dibandingkan dengan lembaga pembiayaan 
seperti koperasi dan lembaga pembiayaan 
non bank. Persaingan antar lembaga 
pembiayaan menjadikan lembaga 
pembiayaan non bank yang kurang populer 
mengalami penurunan jumlah debitur. 
Meskipun demikian pangsa IKM bagi 
lembaga pembiayaan masih besar. Hal ini 
berguna untuk menghindarkan pemberian 
kredit/pinjaman yang tumpang tindih yang 
akan menyebabkan terjadinya kesulitan 
pembayaran. Dalam hal pembayaran 
kredit/pinjaman, lembaga pembiayaan telah 
melakukan inovasi sistem penagihan. 
Lembaga pembiayaan saat ini lebih agresif 
mendekati IKM. Sistem penagihan yang 
semula bulanan diubah menjadi harian 
untuk sektor perdagangan. Sistem 
penagihan “jemput bola” dalam arti 
mendatangi debitur one on one, saat ini 
dilakukan oleh lembaga pembiayaan baik 
bank maupun non bank. Sistem penagihan 
harian ini membantu IKM menghemat waktu 
dan tenaga serta juga menghindarkan IKM 
dari potensi munculnya kredit bermasalah 
atau bahkan kredit macet. Sistem ini juga 
memungkinkan lembaga pembiayaan 
melakukan close monitoring usaha dan 
memberikan pembinaan secara personal 
mengenai cara mengelola usaha dan 
keuangan. Sistem penagihan harian juga 
membuat IKM merasa cicilan dan bunga atau 
sistem bagi hasil yang dikenakan oleh lembaga 
pembiayaan menjadi lebih ringan sehingga IKM 
tidak mengalami kesulitan dalam melakukan 
pembayaran. Kondisi ini menyebabkan angka 
kredit bermasalah menjadi kecil. Lembaga 
pembiayaan juga berperan melakukan 
pembinaan terhadap IKM untuk 
mengembangkan usaha antara lain membantu 
promosi dalam bentuk mengikutsertakan IKM 
ke dalam pameran, memberikan konsultasi 
mengenai pengembangan usaha dan 
menfasilitasi keberadaan tempat usaha. 
Persoalan lain yang ditemui adalah pembinaan 
yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan 
seringkali mendapat penolakan dari IKM 
dengan alasan tidak ada waktu dan 
merepotkan terutama pembinaan dalam hal 
keuangan, IKM lebih menyukai untuk membuat 
pembukuan secara mandiri meskipun seringkali 
terbengkalai. IKM yang mendapatkan 
pembiayaan ada yang mengalami 
perkembangan yang pesat, yang dapat diukur 
dari adanya perluasan usaha, penambahan 
aset baik usaha maupun pribadi dan gaya 
hidup. Tetapi ada juga IKM yang tidak 
mengalami perkembangan atau malah 
menurun. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan 
Para Pelaku IKM diperoleh informasi pula 
bahwa Disperindag dan Dinas Koperasi dan 
UMKM DIY telah melakukan Fasilitasi akses 
pendanaan dan bantuan permodalan antara 
lain pendampingan antara pelaku Industri 
Kreatif, Koperasi,  dan Usaha Kecil dengan 
lembaga keuangan bank dan bukan bank; dan 
penyediaan dana pinjaman bergulir dari 
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c. Fasilitasi ketersediaan bahan baku dan 
bahan penolong 
Fasilitasi ketersediaan bahan baku dan 
bahan penolong yang telah dilakukan oleh 
Disperidag DIY melalui beberapa cara  
antara lain: menjaga stabilitas harga bahan 
baku dan bahan  penolong melalui 
pengaturan tata niaga; menjaga 
ketersediaan dan keberlanjutan bahan baku 
dan bahan penolong melalui meningkatkan 
budidaya pertanian, kehutanan, dan 
peternakan; dan melakukan kerja sama 
antara Pemerintah Daerah dengan provinsi 
lain terkait ketersediaan dan keberlanjutan 
bahan baku dan bahan penolong. 
 
d. Fasilitasi sarana dan prasarana usaha 
Disperindag DIY dan  Dinas Koperasi 
dan UKM DIY tealh berupaya 
melakukanfasilitasi sarana dan prasarana 
usaha berupa antara lain mempermudah 
memperoleh peralatan produksi dan 
pengolahan, mempermudah jaringan 
informasi bisnis, informasi mengenai pasar, 
sumber pembiayaan, desain, teknologi 
produksi, dan standar mutu, 
penyelenggaraan pusat pelayanan usaha 
terpadu, fasilitasi peserta inkubator bisnis 
untuk meningkatkan  daya saing dan  
fasilitasi dalam hal tempat tempat 
penjualan/gerai  secara 
terklusterisasi/terkelompok.Salah satu 
kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi 
dan UKM DIY melalui Pusat Layanan Usaha 
Terpadu (PLUT) Daerah Istimewa 
Yogyakarta yakni menyelenggarakan 
Program Kelas Bisnis Selasa Pagi (KBSP) 
yang merupakan seri ke-153. Kegiatan KBSP 
ini telah digelar secara rutin dari awal 
diluncurkannya PLUT DIY sebagai 
kepanjangan program PLUT Kementrian 
Koperasi dan UKM. Program KBSP 
merupakan program andalan yang 
diluncurkan oleh Dinas Koperasi dan UKM 
DIY sejak 2014 lalu untuk mendorong IKM dan 
koperasi naik kelas sesuai kondisi saat ini. 
Akan tetapi berdasarkan informasi yang 
diperoleh bahwa walau telah menginjak edisi 
ke-153, antusiasme pelaku IKM ternyata belum 
begitu menggembirakan. Hal ini dibuktikan 
dengan pernyataan pelaku IKM yakni yang 
juga telah terdaftar pada program pendamping 
KBSP yaitu SiBakul Jogjabahwa walau sudah 
berjalan sampai seri ke -153 tetapi masih ada 
pelaku IKM yang belum pernah mengikuti 
kegiatan tersebut bahkan sering terlambat 
mengetahui informasi adanya kegiatan 
tersebut. Pernyataan tersebut menunjukan  
terkait lamamua informasi yang diperoleh dan 
sejauh mana efektivitas KBSP kepada para 
pelaku IKM dan koperasi di Yogyakarta. Pelaku 
IKM juga mengeluhkan Nomor Telepon yang 
tertera dalam informasi tidak dapat dihubungi. 
Pelaku IKM mengakui bahwa melihat Informasi 
yang disampaikan pada media sosial  
Instagram , bamum seringkali postingan terkait 
KBSP baru terposting pada beberapa jam 
sebelum acara dimulai sehingga peserta 
kesulitan untuk mempersiapkan untuk 
mengikuti acara tersebut. Sebagai informasi, 
Program pendamping KBSP SiBakul Jogja 
merupakan akronim dari Sistem Informasi 
Pembinaan Koperasi dan Pelaku Usaha. Di 
mana melalui portal resminya, program SiBakul 
Jogja ini telah mampu mewadahi 44 ribu lebih 
IKM dan 2500-an koperasi se-DIY. Adapun 
bentuk program ini adalah market hub atau 
lebih populer dengan istilah market place 
online untuk IKM yang dapat diakses melalui 
website maupun aplikasi android. Walau sudah 
dihuni oleh lebih dari 44 ribu pelapak IKM, 
efektivitasnya tergolong rendah.  
Berdasarkan wawancara dengan Kepala 
Bidang IKM, Dinas Koperasi dan UMKM DIY, 
Agus Mulyono, menuturkan banyak masyarakat 
serta pelaku IKM di DIY belum memanfaatkan 
Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) yang 
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melalui PLUT tersebut masyarakat dapat 
mengakses serta memperoleh berbagai 
layanan informasi mengenai IKM, mulai 
pendampingan IKM dari hulu hingga hilir. 
Melalui PLUT tersebut masyarakat yang 
ingin melakukan usaha baik dari nol sampai 
berjalan akan benar-benar didampingi dan 
mendapatkan informasinya. Banyak pelaku 
IKM yang tidak memiliki rencana 
pengelolaan usaha dan cenderung hanya 
ikut-ikutan bahkan tidak memiliki catatan 
keuangan, sehingga banyak yang setelah 
dua hingga tiga bulan atau saat penjualan 
turun mereka mengalami kebingungan dan 
bahkan bangkrut. Oleh karena itu 
pentingnya pendampingan melalui PLUT 
yakni untuk meminimalisir hal tersebut 
karena dalam layanan itu, masyarakat akan 
mendapatkan informasi tentang bagaimana 
analisis bisnis, bisnis plan hingga 
pengelolaan keuangan dan pemasaran 
produk hingga ke tangan konsumen. 
Dengan pendampingan tersebut diharapkan 
IKM memiliki daya saing dan kemandirian 
sehingga mampu bertahan 
 
e. Fasilitasi usaha baru dan memiliki 
prospek untuk berkembang 
Pemberdayaan IKM dan Koperasi 
merupakan langkah yang strategis dalam 
meningkatkan dan memperkuat dasar 
kehidupan perekonomian dari sebagian 
terbesar rakyat Indonesia, khususnya 
melalui penyediaan lapangan kerja dan 
mengurangi kesenjangan serta tingkat 
kemiskinan. Dengan demikian upaya untuk 
memberdayakan IKM harus terencana, 
sistematis dan menyeluruh baik pada 
tataran makro, meso dan mikro yang 
meliputi (Bappenas, 2006): (1) penciptaan 
iklim usaha dalam rangka membuka 
kesempatan berusaha seluas-luasnya, serta 
menjamin kepastian usaha disertai adanya 
efisiensi ekonomi; (2) pengembangan 
sistem pendukung usaha bagi IKM untuk 
meningkatkan akses kepada sumber daya 
produktif sehingga dapat memanfaatkan 
kesempatan yang terbuka dan potensi sumber 
daya, terutama sumber daya lokal yang 
tersedia; (3) pengembangan kewirausahaan 
dan keunggulan kompetitif usaha kecil dan 
menengah (IKM); dan (4) pemberdayaan 
usaha skala mikro untuk meningkatkan 
pendapatan masyarakat yang bergerak dalam 
kegiatan usaha ekonomi di sektor informal 
yang berskala usaha mikro, terutama yang 
masih berstatus keluarga miskin. Selain itu, 
peningkatan kualitas koperasi untuk 
berkembang secara sehat sesuai dengan jati 
dirinya.  
Disperindag DIY dan Dinas Koperasi dan 
UKM DIY melakukan Fasilitasi usaha baru dan 
memiliki prospek untuk berkembang melalui, 
kemudahan memperoleh pelayanan dari pusat 
layanan usaha terpadu dan kemudahan 
menjadi peserta Inkubator Bisnis, Program 
Inkubator Bisnis merupakan sebuah ikhtiar 
menumbuhkan pelaku usaha pemula yang 
bedaya saing global. Kegiatan ini akan 
dilaksanakan selama kurun waktu satu tahun 
di 2019. Dalam kegiatan ini para pelaku usaha 
pemula akan dibekali banyak hal terkait 
kewirausahaan sehingga mereka benar-benar 
mampu berdaya saing global. Umumnya, 
program inkubator bisnis mencakup rangkaian 
permodalan dana dan pelatihan, diiringi 
dukungan kemitraan. Tujuannya adalah 
memastikan peserta inkubator (biasanya 
pemilik IKM/perusahaan tahap awal) memiliki 
pengelolaan organisasi dan keuangan yang 
benar, memiliki model bisnis yang 
berkesinambungan, dan bisa memberikan 
dampak positif bagi masyarakat. Proses ini 
bertujuan membuat pertumbuhan usaha lebih 
cepat dibandingkan yang tidak mengikuti 
program. Karena itu, tidak jarang inkubator 
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tumbuh yang cepat juga akhirnya 
mengangkat nama inkubator yang 
mendukung. 
Selain itu juga terdapat kemudahan 
memperoleh jejaring usaha, sumber 
permodalan, informasi pasar, desain, 
teknologi tepat guna, dan standar mutu, 
penyediaan konsultasi usaha, 
pendampingan, dan kemitraan usaha dalam 
mengembangkan usaha, bantuan usaha 
dalam bentuk pendampingan dan 
permodalan bagi usaha yang memiliki 
peluang usaha dan penyediaan sarana dan 
prasarana kantor kerja bersama oleh 
pemerintah dengan fasilitas lengkap.
 Disperindag DIY telah berupaya 
dalam menerbitkan kalender event tahunan 
untuk menyampaikan informasi kepada 
masyarakat mengenai kegiatan-kegiatan 
yang akan diselenggarakan Disperindag DIY 
selama setahun. Kegiatan-kegiatan tersebut  
diselenggarakan dalam rangka membina 
pelaku usaha di sektor industri dan 
perdagangan. Program pembinaan yang 
dilakukan berupa seminar dan fasilitasi 
promosi.Dalam tahun 2019, Disperindag DIY 
akan menyelenggarakan berbagai event 
promosi dan seminar sebanyak 21 event. 
Fasilitasi promosi terdiri dari Pameran Tetap 
di Yogyakarta, Pameran Seni Kriya di 
Yogyakarta, Test Pasar Mall di Yogyakarta, 
Test Pasar Kab/Kota di Kab/Kota 
Yogyakarta, Pameran IFEX di Jakarta, 
Pameran JIFFINA di Yogyakarta, INAPA di 
Jakarta, Pameran INACRAFT di Jakarta, 
Forum Komunikasi Sentra KI di Yogyakarta, 
Muslim Festival di Jakarta, Pameran Gelar 
Batik Nusantara di Jakarta, Jakarta Fair di 
Jakarta, Bazar Ramadhan di Yogyakarta, 
Jogja PDN Expo di Yogyakarta, Pameran Hut 
Dekranas di Jakarta, Pameran Batik di 
Yogyakarta, Pameran Sekaten di 
Yogyakarta, Pameran Crafina di Yogyakarta, 
Pameran TEI di Jakarta, dan Jogja Fashion 
Week di Yogyakarta. Disperindag juga telah 
seminar dengan tema batik di Yogyakarta 
Melalui berbagai kegiatan-kegiatan tersebut, 
diharapkan para peserta IKM dapat 
meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan 
dan juga meningkatkan penjualan dan 
pemesanan produk, sehingga dapat 
mengembangkan usaha IKM dan menyerap 
tenaga kerja. 
 
f. Fasilitasi pemasaran 
Dinas Perindustrian dan Perdagangan 
DIY telah melakukan fasilitasi berupa 
kemudahan menjalin kemitraan usaha dengan 
usaha menengah dan besar, mengikutkan 
pameran produk Industri Kreatif, Koperasi, dan 
Usaha Kecil baik skala nasional dan 
internasional, dan penyediaan dan 
pembaharuan informasi pasar dan harga. 
Pelatihan pemasaran online diselenggarakan 
oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan 
(Disperindag) DIY dengan menggandeng 
Titipku, yang merupakan perusahaan berbasis 
aplikasi yang memiliki tujuan untuk 
meningkatkan sektor perekonomian di 
Indonesia melalui UMKM, sebagai pemateri. 
Dipaparkan bahwa kondisi faktual IKM 
Indonesia yang mana masih banyak para 
pelakunya menyentuh dunia online. Dari 
sekitar 60 juta IKM, baru sekitar 5% saja yang 
sudah go digital.  Oleh karenanya Titipku 
diharapkan hadir sebagai solusi permasalahan 
yang dihadapi IKM ini yaitu dengan Jelajah di 
Aplikasi Titipku. Bahwa, tidak harus pemilik 
IKM dipaksa untuk memiliki ponsel pintar dan 
bermain marketplace. Melainkan mereka bisa 
go online dan fokus produksi dengan bantuan 
Penjelajah.  Selain pelatihan mengenai IKM Go 
Online, juga diberikan pengenalan dan praktek 
langsung cara Jelajah di aplikasi Titipku.  
Memfasilitasi sharing problem yang dialami 
Industri Kecil Menengah (IKM) binaan 
Disperindag DIY saat ini seperti foto produk, 
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Apabila para peserta mengalami kesulitan, 
Titipku juga memberikan solusi dengan 
menghadirkan Penjelajah Titipku yang akan 
mengunjungi rumah produksi IKM masing-
masing untuk dibantu masuk ke aplikasi 
Titipku. 
 
g. Fasilitasi teknologi informasi 
Hadirnya Teknologi Informasi telah 
mampu mengubah cara dalam bisnis 
dengan memberikan berbagai peluang dan 
tantangan baru yang berbeda dari cara-cara 
konvensional. Teknologi informasi 
merupakan salah satu pilar utama 
pembangunan peradaban manusia saat ini 
yang harus mampu memberi nilai tambah 
bagi masyarakat luas. Pengertian Teknologi 
informasi menurut Haag dan Keen (1996) 
adalah seperangkat alat yang membantu 
Anda bekerja dengan informasi dan 
melakukan tugas-tugas yang berhubungan 
dengan pemrosesan informasi. 
 Kenyataan dilapangan bahwa belum 
semua pelaku usaha kecil menengah atau 
industri rumahan di Yogjakarta yang sudah 
melek terhadap teknologi informasi yang 
sedang berkembang dengan pesat dan 
masif saat ini. Masih banyak para pelaku 
usaha yang menggunakan cara 
konvensional dalam mengelola dan 
memasarkan produk buatannya. Padahal, 
kemajuan Teknologi informasi semestinya 
diharapkan dapat merangsang sekaligus 
memudahkan para pelaku IKM dalam 
mengelola dan mengembangkan usahanya. 
Fasilitasi teknologi informasi sebagaimana 
dimaksud dalam amanatPeraturan Daerah 
yakni memberikan dukungan kebijakan, 
peningkatan peran  mediator, pengarahan 
dan bimbingan dalam pemanfaatan 
teknologi informasi, penguatan infrastruktur 
teknologi informasi dan kemudahan 
memperoleh akses teknologi dan akses 
internet; dan/atau penyediaan tempat kerja 
bersama.  Selain itu, Pemanfaatan teknologi 
diharapkan akan membentuk ekosistem IKM 
yang berkelanjutan yang akan berdampak 
terhadap kerja sama antar stakeholder terkait 
sehingga akan semakin memperkuat IKM di  
DIY. 
 
1.2. Perlindungan Dan Iklim Usaha Bagi 
Industri Kreatif, Koperasi, Dan 
Usaha Kecil 
a. Iklim usaha yang kondusif 
Berbagai survei mengenai daya saing 
suatu daerah menunjukkan bahwa terdapat 
beberapa faktor yang mempengaruhi 
lingkungan bisnis, yaitu: tenaga kerja dan 
produktivitas, perekonomian daerah, 
infrastruktur fisik, kondisi sosial politik, dan 
institusi. Institusi merupakan faktor utama 
yang menentukan daya tarik investasi di suatu 
daerah, diikuti oleh kondisi sosial politik, 
infrastruktur fisik, kondisi ekonomi daerah dan 
produktivitas tenaga kerja. Dalam kondisi 
normal, kondisi ekonomi daerah merupakan 
faktor utama pertimbangan investasi. Banyak 
studi memperlihatkan bahwa pelaksanaan 
otonomi daerah telah memperburuk iklim 
investasi. Masih rendahnya pelayanan publik, 
kurangnya kepastian hukum, dan berbagai 
peraturan daerah yang terlampau banyak 
merupakan penyebab tidak kondusifnya iklim 
bisnis. Banyaknya pungutan liar dan lamanya 
pengurusan dokumen menjadi salah satu dari 
sekian banyak hal yang dikeluhkan oleh para 
pelaku ekonomi. Masalah-masalah itu pulalah 
yang menyebabkan daya saing suatu daerah 
menjadi rendah. 
 Hasil penelitian terhadap pelaku usaha 
di DIY menunjukan bahwa faktor kelembagaan 
memiliki bobot terbesar dalam menentukan 
daya tarik investasi/kegiatan berusaha di DIY. 
Faktor lainnya adalah infrastruktur fisik, sosial 
politik, ekonomi daerah dan tenaga kerja. 
Kesimpulan yang dapat diambil dari berbagai 
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ekonomi adalah faktor nonekonomi justru 
menjadi pertimbangan yang lebih besar 
dibandingkan faktor ekonomi. Hal ini terjadi 
karena faktor ekonomi dipandang lebih 
mudah dikendalikan dibandingkan dengan 
faktor nonekonomi. Sebagai contoh, 
pemerintah lebih mudah mengendalikan 
stabilitas nilai rupiah dan inflasi 
dibandingkan mengendalikan aparaturnya 
yang melakukan penyimpangan. Perlu 
terciptanya iklim usaha industri yang bersih 
dan kondusif untuk mendukung tercapainya 
pertumbuhan ekonomi dan perluasan 
lapangan pekerjaan di DIY. Untuk 
mewujudkan hal tersebut perlu didukung 
dengan kebijakan strategis dan implementer 
serta menguatkan tumbuhnya usaha 
industri. Untuk itu, harus dilakukan 
pembangunan dan pemberdayaan industri 
mulai dari industri kecil dan menengah, 
sehingga mempunyai daya saing, berperan 
dalam penataan struktur industri nasional, 
dan pengentasan kemiskinan, serta 
perluasan lapangan pekerjaan. Pemerintah 
DIY harus terus memberikan kemudahan 
dan pelayanan prima kepada masyarakat 
dalam kepengurusan maupun perpanjangan 
izin usaha industri. Saat ini kebijakan 
pemerintah pusat maupun daerah agar 
semkin mengembangkan perekonomian 
berorientasi global membangun keunggulan 
kompetitif dengan mengedepankan 
kebijakan industri, perdagangan dan 
investasi. Hal ini bertujuan untuk 
meningkatkan daya saing dengan membuka 
akses yangsama terhadap kesempatan 
berusaha dan kesempatan kerja bagi semua 
rakyat seluruh daerah dengan 
menghapuskan perlakuan diskriminatif dan 
hambatan. Pengembangan sektor industri di 
daerah harus mengacu kepada arahan 
pembangunan ekonomi, khususnya yang 
berkaitan dengan pembangunan sektor 
industri dan perdagangan. 
b. Kemitraan  
Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta 
perlu memetakan persoalan pokok dalam 
pengembangan usaha mikro, kecil, dan 
menengah (IKM) serta koperasi guna 
menghasilkan strategi yang tepat dalam 
mengembangkan IKM di DIY. IKM memiliki 
peran dalam peningkatan tenaga kerja, 
pendapatan, termasuk pembentukan PDB. IKM 
di DIY masih didominasi skala usaha mikro. 
Pada tahun 2018 Jumlah IKM DIY sebanyak 
259.581. Berdasarkan skala usaha masih 
didominasi usaha mikro sebanyak 141.991. 
Usaha kecil sebanyak 64.896 dan menengah 
39.196.  
 Di tengah peran IKM yang besar untuk 
perekonomian DIY, dalam proses pembinaan 
oleh Dinas Koperasi dan UMKM DIY ada 
beberapa fakta yang harus diselesaikan. Hal  
tersebut yakni proporsi usaha mikro masih 
lebih besar dibandingkan usaha kecil dan 
menengah; pengklasteran IKM dengan rentang 
sangat lebar; belum ada data IKM terperinci; 
pemeringkatan dan penilaian kesejahteraan 
koperasi untuk pengklasteran belum menyasar 
semua koperasi; sumber daya manusia 
koperasi belum semua tersertifikasi serta 
kompetensi pembinaan dan layanan konsultasi 
Koperasi dan IKM belum terstruktur dan 
terdokumentasi dengan baik. Salah satu 
inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah DIY 
melalui melalui Dinas Koperasi dan UMKM 
adalah model pembinaan “Si Bakul 
Beringharjo” yang merupakan akronim dari 
Berdaya Saing dan Khas Orang Jogja dan 
dengan branding name “Si Bakul Jogja. Ada 
beberapa tahapan kegiatan yang sudah 
dilakukan dalam program Si Bakul Jogja ini. 
Kegiatan tersebut yakni menyusun indiklator 
pengklasteran IKM, peningkatan dan penilaian 
kesehatan koperasi; melaksanakan 
pengklasteran IKM tahun pertama; menyusun 
kurikulum pembinaan IKM berdasarkan level 
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Beringharjo; menyusun cetak biru untuk 
pembinaan IKM, membuat dan 
mengembangkan sistem daring untuk tata 
kelola koperasi dan IKM secara terpadu dan 
menjalin kerja sama dengan pemangku 
kepentingan potensial dalam 
pengembangan IKM.   
 Pemangku kepentingan yang 
potensial salah satunya Bank BPD DIY. 
Ruang lingkup kerja sama dengan Bank BPD 
DIY dilakukan dengan peluncuran kartu 
mitra Si Bakul Jogja. Kartu ini berfungsi 
sebagai kartu identitas mitra binaan dan 
dapat dimanfaatkan sebagai kartu ATM. 
Inovasi tersebut diharapkan menjadi solusi 
sehingga pembinaan terhadap IKM bisa 
berjalan efektif, tepat waktu, tepat program 
dan tepat sasaran. Upaya pembinaan IKM 
untuk meningkatkan daya saing produk 
membutuhkan integritas dan kolaborasi dari 
berbagai pihak seperti pemerintah pusat, 
pemerintah daerah, dunia, dan masyarakat. 
Kerja sama dengan Pemda DIY memperkuat 
komitmen Bank BPD DIY untuk ikut serta 
mengembangkan IKM. Sinergi dengan 
Pemda DIY sudah terbangun sejak lama dan 
diiharapkan IKM di DIY ini bisa tumbuh 
bahkan bersaing. Selanjutnya diharapan DIY 
menajdi tujuan wisata yang betul-betul 
menghadirkan DIY yang sesungguhnya 
dengan segala kreativitasnya. IKM dan 
semua lini ekonomi diperkuat. Pembinaan 
IKM dilakukan mulai dari simulasi bisnis, 
pelatihan diberikan kepada kelompok 
nonformal dan formal mulai dari 
pengelolaan keuangan, packaging, kualitas 
produk, promosi, hingga dari sisi kapan IKM 
harus berhubungan dengan bank. IKM 
untuk siap menghadapi masa depan. 
Pembinaan dilakukan bertahap. Peran BPD 
tidak sekadar pembiayaan saja tetapi juga 
bagaimana membangun hubungan yang 
baik dengan Bank.  Selain itu, Dalam rangka 
pemberdayaan kinerja Pelaku IKM, Dinas 
Koperasi dan UKM DIY JUGA melakukan 
kegiatan dengan menggandeng PT 
Telekomunikasi Indonesia Witel Yogyakarta 
dan PT PLN (Persero) UP3 Yogyakarta. 
Program ini diwujudkan lewat Sosialisasi Akses 
Pembiayaan IKM program BUMN. Kegiatan 
tersebut mempertemukan lembaga keuangan 
non-bank (Telkom dan PLN) dengan Berbagai 
pelaku UKM. Hasil Wawancara dengan Kepala 
Dinas Koperasi dan UMKM DIYmenyampaikan 
bahwa pembiayaan IKM yang diperoleh dari 
dana Program Kemitraan Bina Lingkungan 
(PKBL) BUMN juga harus dapat dievaluasi. 
Evaluasi perlu dilakukan dengan mencakup 
seberapa jauh program dan pemanfaatannya 
karena pada saat diaudit tidak hanya sekadar 
penyerapan yang tercapai. Lewat kegiatan 
tersebut diharapkan para pelaku IKM 
memanfaatkan sebaik-baiknya momen itu 
sehingga dapat mengetahui bagaimana 
meningkatan kapasitas sumber pembiayaan 
untuk mengatasi permasalahan permodalan. 
PLN sebagai salah satu narasumber 
menyampaikan bahwa latar belakang program 
kemitraan yang diatur dalam UU no 19 tahun 
2003 tentang BUMN adalah turut aktif 
memberikan bimbingan dan bantuan kepada 
pengusaha golongan ekonomi menengah, 
koperasi, dan masyarakat. BUMN menyisihkan 
sebagian laba bersihnya untuk keperluan 
pembinaan usaha kecil dan koperasi serta 
pembinaan masyarakat sekitar BUMN. 
Besarnya dana Program Kemitraan Bina 
Lingkungan (PKBL) adalah 4% dari laba 
perusahaan setelah pajak dan ditetapkan oleh 
menteri atau RUPS. Namun juga terdapat 
aturan yang melarang memberikan pinjaman 
kepada calon mitra binaan yang menjadi mitra 
binaan BUMN yang lain. Untuk mendapatkan 
akses Kemitraan PLN, calon Mitra Binaan harus 
membuat proposal sampai dengan Surat 
Perjanjian Kerja / Kontrak. Rumah Kreatif 
BUMN (RKB) merupakan rumah bersama yang 
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selain sebagai pusat edukasi, 
pengembangan dan digitalisasi IKM. Di 
dalamnya terdapat sinergi BUMN karena 
dalam satu triwulan minimal 1 kali ada 
pembinaan yang dilaksanakan dengan 
BUMN lain. 
 
c. Fasilitasi hak kekayaan intelektual, 
sertifikasi halal, sertifikasi produksi 
pangan industri rumah tangga 
Dinas Perindustrian dan Perdagangan 
Daerah Istimewa Yogyakarta telah 
mengadakan program sosialisasi tentang 
menengah pengelolaan dan fasilitasi 
kekayaan intelektual dengan peserta pelaku 
usaha industrI kecil menengah. Kegiatan ini 
bertujuan untuk meningkatkan pemahaman 
tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) 
untuk melindungi produk-produknya. Melalui 
sertifikasi HKI diharapkan produk IKM 
mendapat pengakuan dan perlindungan 
secara hukum agar IKM di Yogyakarta 
mampu bersaing dengan produk dan jasa 
lainnya demi meningkatkan kesejahteraan 
ekonomi masyarakat. Sosialisasi yang 
dilakukan adalah program kegiatan co 
Branding Produk Daerah bagi pelaku usaha 
dan Industri Kecil Menengah. Hak ekslusif 
co Branding yang dimiliki oleh Pemerintah 
Daerah DIY yaitu Jogja Mark, 100% Jogja 
dan Jogja Tradition. Ketiga merek co 
Branding tersebut bisa dialihkan kepada 
pihak lain dalam bentuk lisensi.  Jogja Mark 
adalah tanda yang menunjukan identitas 
dan ciri produk yang proses produksinya di 
daerah. 100% Jogja merupakan tanda yang 
menunjukkan identitas dan ciri produk yang 
bahan baku dan proses produksinya di 
daerah, contohnya batik. Jogja Tradition 
adalah tanda yang menunjukkan identitas 
dan ciri pengetahuan tradisional / ekspresi 
budaya tradisional maupun produk khas 
daerah, Kreasi budaya seperti tarian, keris, 
blankon, ketoprak dan sebagainya.  
Kegiatan dalam program ini berlandaskan dari 
Peraturan Gubernur DIY Nomor 21 Tahun 2017 
tentang penggunaan merek Jogja Mark, 100% 
Jogja dan Jogja Tradition sebagai co Branding 
produk daerah dan implementasi pemberian 
persetujuan lisensi Jogja Mark, 100% Jogja 
dan Jogja Tradition. 
 
2. Hambatan Dalam Upaya 
Pemberdayaan dan Perlindungan 
industri Kreatif, Koperasi, dan 
Usaha Kecil 
Dijumpai beberapa hal yang menjadi 
Penyebab Industri Kreatif dan Usaha Kecil 
relatif sulit berkembang yakni Pertama,  
minimnya akses ke perbankan sebagai sumber 
pembiayaan.Kedua, pengetahuan dan 
kemampuan sumber daya manusia rendah 
yang ditemukan bahwa sekitar 87 persen tidak 
menjalin kemitraan. Ketiga, pengelolaan usaha 
masih sederhana yakni sekitar 96 persen tidak 
berbadan hukum. Keempat, penggunaan 
teknologi masih terbatas terlihat dari pengguna 
komputer sekitar 10 persen dan 18 persen 
pengguna internet. Kelima, minim akses ke 
sumber pemasaran. Keenam, variasi produk 
statis/ kurang variatif.   
Oleh karena itu perlunya perhatian 
pemerintah untuk menjadikan  para pelaku 
usaha menjadi kompetitif, persoalan dasar IKM 
perlu segera diselesaikan. Pertama, masalah 
permodalan. Kesulitan akses pembiayaan IKM 
kepada lembaga keuangan harus segera 
diakhiri yakni  melalui urusan pembiayaan 
harus dibuka lebar dan dipercepat proses 
financing-nya. Peran Konsultan Keuangan Mitra 
Bank (KKMB), program pinjaman lunak, dan 
program corporate social responsibility (CSR) 
korporasi di daerah perlu diselaraskan dalam 
satu bingkai paket regulasi. Pembiayaan IKM 
perbankan memang belum optimal yang 
disebabkan oleh tingkat bankable yang masih 
cukup rendah. Selain itu, salah satu kendala 
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keterbatasan agunan dibuktikan juga 
dengan banyaknya aset IKM yang belum 
bersertifikat dan kurang jelas 
kepemilikannya sehingga mempengaruhi 
keyakinan perbankan dalam memberikan 
kredit. Untuk itu, pembentukan Tim 
Penguatan IKM lintaslembaga di DIY 
diyakini  harus mampu mengakselerasi 
masalah permodalan dan mempermudah 
akses keuangan IKM agar lebih bankable.  
Permasalahan kedua, manajemen 
keuangan. Fakta menunjukkan tidak lebih 
dari 20% pengusaha IKM yang mampu dan 
sudah memisahkan kekayaan usaha dengan 
kekayaan pribadinya. Pemberian capacity 
building diperlukan untuk menjaga 
keuangan IKM dan meningkatkan 
kemampuan manajemen keuangan IKM. 
Permasalahan ketiga, pemasaran IKM. 
Program pelatihan marketing dan mem-
branding IKM menjadi salah satu poin vital. 
Pembekalan digital marketing dan jalur 
online, misalnya, juga perlu dikuatkan 
pembinaannya. Banyak IKM di Yogya mem-
branding produknya secara unik, tapi belum 
tentu sinambung. Karenanya, konsep 
branding yang baik, sustainable, dan 
menggiring loyalitas konsumen, perlu 
dibekalkan ke pelaku IKM. Permasalahan 
kempat, aspek teknologi dan kualitas 
produk. IKM ke depannya akan memasuki 
persaingan ketat, dari sisi produktivitas dan 
infrastruktur teknologi. Masalahnya, pelaku 
IKM disamping belum sepenuhnya melek 
teknologi, ketersediaan jaringan dan 
infrastruktur teknologi juga belum merata 
ke seluruh pelosok DIY. Kualitas produk IKM 
pun tidak semuanya memiliki standar. Di era 
sekarang, digitalisasi pasar yang lebih 
memihak pada generasi milenial patut jadi 
referensi kemana arah pengembangan 
produk IKM ke depan. Masyarakat pun 
semakin kritis, rasional, kekinian, dan 
cerdas dalam memilih produk IKM yang 
berkualitas. Kondisi tersebut memacu penggiat 
IKM mengembangkan produk IKM ke arah 
yang lebih unggul, berstandar tinggi, dan 
berdaya saing global.  
Pada  Persoalan dalam Implementasi 
Kebijakan, Pembagian Urusan Pelaksana  dan 
Aturan Penjelas, sekurang-kurangnya ada dua 
saran yang dapat diberikan untuk 
meningkatkan kualitas implementasi kebijakan 
yang dihasilkan. Pertama, penguatan sumber 
daya manusia. Sumber daya manusia yang 
menjadi pelaksana kebijakan harus mempunyai 
kemampuan untuk menguasai kebijakan yang 
akan ditawarkan kepada masyarakat. Hal ini 
agar masyarakat tidak bingung dan dapat 
memahami kebijakan baru yang akan 
diterapkan, sehingga tidak timbul kekecewaan 
di kemudian hari.Kedua, penguatan tujuan 
pembuatan kebijakan. Ketika kebijakan 
disusun, bisa saja ada aktor-aktor yang 
memiliki tujuan, baik untuk kepentingan 
kelompok maupun kepentingan pribadi. 
Sehingga, terjadi tarik-menarik kepentingan di 
dalamnya, dan akhirnya kebijakan yang dibuat 
bukan untuk kebermanfaatan masyarakat luas, 
namun hanya untuk kalangan tertentu. Oleh 
karenanya, penting untuk memastikan bahwa 
kebijakan tersebut selaras dengan kebutuhan 
masyarakat.Kegiatan implementasi kebijakan 
tentu akan disambut dengan sukacita oleh 
masyarakat, apabila peruntukan kebijakan 
tersebut memang benar-benar untuk kebaikan 
dan memiliki dampak langsung bagi 
masyarakat luas. Kebijakan yang dibuat demi 
menjawab kebutuhan masyarakat, dari kota 
sampai daerah terpencil. Semoga hal tersebut 
tercermin dalam pengambilan kebijakan-
kebijakan di masa kini dan masa yang akan 
datang.  
Data Dinas Perindustrian dan 
Perdagangan Kota Yogyakarta menunjukkan 
bahwa 40 persen industri kreatif di Yogyakarta  
terletak pada sektor pangan dan minuman, 
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sektor-sektor industri kreatif lainnya 
misalnya desain produk, film dan animasi, 
kriya, fashion, serta game dan aplikasi 
dengan melibatkan sekitar 90 ribu unit IKM 
di Yogyakarta. Sementara itu, untuk ekspor 
industri kreatif, tercatat sebanyak 1,26 
persen. Komoditas yang diekspor antara lain 
pakaian jadi tekstil, mebel, sarung tangan, 
kerajinan kayu, dan lain-lain dengan tujuan 
negara ekspor Jerman, Jepang, dan Amerika 
Serikat. Data-data tersebut memperlihatkan 
masih banyak tantangan dan hambatan 
yang harus dihadapi industri kreatif di 
Yogyakarta. Agar industri kreatif DIY lebih 
baik tentu diperlukan sinergi antar pelaku 
usaha dan pemerintah yang berfungsi 
sebagai katalis.  Masih banyak kendala 
untuk mengembangkan industri kreatif di 
Yogyakarta. Masih ditemui ketidakjelasan 
urusan ekonomi kreatif di tingkat 
pemerintahan. Di tingkat pemerintahan atau 
organisasi perangkat daerah (OPD), 
pembagian urusan ekonomi kreatif itu 
belum jelas, misal dinas perindustrian dan 
perdagangan dan dinas IKM dan Koperasi. 
Belum lagi pembagian peran dan fungsi dari 
Dinas Pariwisata dengan Dinas Kebudayaan 
yang dianggap belum jelas urusan 
pembagiannya.  Selain itu, terkait database 
industri kreatif dengan kebijakannya yang 
belum jelas juga yang ditambah dengan 
masih banyaknya permasalahan yakni 
Pelaku IKM yang mudah puas sehingga 
tidak upgrade diri, misalnya IKM masih 
memiliki banyak permasalahan seperti akses 
bahan baku tetapi tidak mengetahui proses 
impornya.  Sebagian masih takut melakukan 
ekspor karena takut dibohongi bahkan tidak 
tahu cara melakukan ekspor, lalu masalah 
pembiayaan (modal), serta masalah 
perijinan dan kelembagaan, misal satu 





Meskipun Usaha Kecil telah menunjukkan 
peranannya dalam perekonomian nasional, 
namun masih menghadapi berbagai hambatan 
dan kendala, baik yang bersifat internal 
maupun eksternal, dalam hal produksi dan 
pengolahan, pemasaran, sumber daya 
manusia, desain, dan teknologi, permodalan, 
serta iklim usaha.  Pemberdayaan Koperasi dan 
Usaha Kecil juga perlu diarahkan untuk 
memperkuat kontribusinya dalam 
perekonomian, baik dalam penanggulangan 
kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, 
maupun dalam peningkatan nilai tambah 
perekonomian yang menyokong pertumbuhan 
ekonomi yang tinggi dan pembangunan 
berkelanjutan. Dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa efektivitas kebijakan 
pemberdayaan dan perlindungan Industri  kecil 
dan menegah di Provinsi DIY sudah berjalan 
dengan cukup efektif dikarenakan  kondisi 
yang telah diupayakan Pemerintah Daerah 
untuk memberdayakan Industri Kreatif, 
Koperasi, dan Usaha Kecil secara sinergis 
melalui penetapan Peraturan Daerah Daerah 
Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2017 
Tentang Pemberdayaan Dan Perlindungan 
Industri Kreatif, Koperasi, Dan Usaha Kecil 
agar industri kreatif, koperasi, dan usaha kecil 
di daerah Istimewa Yogyakarta memperoleh 
pemihakan, kepastian, kesempatan, 
perlindungan, dan dukungan berusaha yang 
seluas-luasnya. Pemerintah juga melakukan 
pengembangan melalui pemberian fasilitas, 
bimbingan, pendampingan, dan bantuan 
perkuatan untuk menumbuhkan dan 
meningkatkan kemampuan dan daya saing 
Industri Kreatif, Koperasi, dan Usaha Kecil. 
Selain itu penyediaan dana oleh Pemerintah 
Daerah Istimewa Yogyakarta, dunia usaha, dan 
masyarakat melalui kemitraan dengan bank, 
koperasi dan lembaga keuangan bukan bank 
untuk mengembangkan dan memperkuat 
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tersebut melalui kerja sama dalam 
keterkaitan usaha baik langsung maupun 
tidak langsung atas dasar prinsip saling 
memerlukan, mempercayai, memperkuat 
dan menguntungkan yang melibatkan 
pelaku Industri Kreatif, Koperasi, dan Usaha 
Kecil walaupun masuh ada sebagian 
informan dari hasil wawancara berbendapat 
bahwa masih ada kekurangan pada setiap 
indikator yang digunakan untuk mengukur 
efektifitas kebijakan pemberdayaan Industri 
kecil dan menengah yakni responsivitas, 
pengembangan, kecukupan. Seperti dalam 
pemberian bantuan modal usaha masih ada 
beberapa pelaku usaha yang belum 
mendapatakan bantuan modal usaha dari 
pemerintah yang ada.  
Berdasarkan kesimpulan penelitian ini, 
maka dapat direkomendasikan saran untuk 
Pemerintah DIY diharapkan adanya 
kerjasama dengan Dinas Perindustriann, 
Perdagangan dan Koprasi dan UMKM serta 
instansi yang terkait lainnya dalam 
Pemberdayaan Dan Perlindungan Industri 
Kreatif, Koperasi, Dan Usaha Kecil, untuk 
lebih mengintensifkan kegiatan sosialisasi 
kebijakan yang terkait dengan 
pemberdayaan, sehingga mendorong peran 
serta masyarakat dalam penyelenggaraan 
kebijakan Pemerintah tentang 
Pemberdayaan Industri  Kecil dan 
Menengah dengan memperhatikan aspirasi, 
kebutuhan dan harapan dari masyarakat 
pengusaha dan para pengrajin yang ada. 
Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta 
seharusnya juga lebih memperhatikan 
fasilitas-fasilitas atau sarana dan prasarana 
yang memadai untuk menunjang 
pengembangan Industri kecil dan menengah  
serta menyediakan sarana informasi yang 
bertujuan sebagai media komunikasi dan 
sosialisasi kebijakan dalam pengembangan 
dan pemberdayaan IKM.  
 
DAFTAR PUSTAKA 
Dunn, N W. 2005 Pengantar Analisis Kebijakan 
Publik Edisi kedua. Yogyakarta: Gadjah 
Mada University Press  
Erlangga Hidayat. 1996. Teori Efektivitas dalam 
Kinerja Karyawan. Yogyakarta. Gajah 
Mada University Press  
Gibson, James L,. Ivancevich, John M. Donnely 
Jr. 1996 Organization. Terjemahan, 
Jakarta. 
Moleong, L.J. 2014. Metode Penelitian 
Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosda 
Karya. 
Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta 
Nomor 9 Tahun 2017 Tentang 
Pemberdayaan Dan Perlindungan Industri 
Kreatif, Koperasi, Dan Usaha Kecil 
Peraturan pemerintah No.17 Tahun 2013 
tentang pelaksanaan undang-undang No. 
20 Tahun 2008 
Refika Aditama. Suhendra. 2006. Peranan 
Birokrasi Dalam Pemberdayaan 
Masyarakat. Bandung, Alfabeta.  
Soleh, Chabib. 2014. Dialektika Pmebangunan 
dengan Pemberdayaan, Bandung: Focus 
Media. 
Sugiono. 2013. Metode Penelitian Administrasi. 
Bandung, Alfabeta.  
Undang-Undang No 20 tahun 2008 Tentang 
Usaha Kecil dan Menengah  
 
 
